WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2048

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Surakarta tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo
Technopark;

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...



Ménetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan ‘Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 20053
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO

TECHNOPARK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
- oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut.,.



. menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Kepala Dacrah Surakarta.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota
Surakarta adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
menyclenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. '

Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark yang selanjutnya disebut UPT
Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Dacrah Kota Surakarta
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Standar Akuntansi Keuangan yang sclanjutnya disingkat SAK adalah
prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi

. Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu

10.

11.

12.

13.

entitas usaha.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksl atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD UPT Solo Technopark yang
merupakan sclisih antara  aset dan kewajiban BLUD UPT Solo

" Technopark.

14.

Asct adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ckonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan

yang...



(1)

(2)

Y]

(1)

(2)

.BAB Il
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 4

BLUD UPT Solo Technopark menerapkan sistem informasi manajemen
keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Solo Technopark dicatat dalam
dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

“Pasal 5

BLUD UPT Solo Technopark menyelenggarakan akuntansi dan laporan
keuangan sesuai dengan SAK.

Penyelenggaraan . akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud . pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam
pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
BLUD UPT Solo Technopark mengembangkan dan menerapkan sistem

akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku
dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark menyusun kebijakan akuntansi
yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

Kebijakan akuntansi BLUD UPT Sole Technopark sebagaimana
dimaksud ‘pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas
dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

. Pasal 7

- (1) Laporan keuangan BLUD UPT Solo Technopark terdiri dari:

a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan

biaya...



(2)

(3)

(1)

(2)

biaya BLUD UPT Solo Technopark selama satu periode;

c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan
aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d. Catatan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai

dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian

hasil/keluaran BLUD UPT Solo Technopark.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh
pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap triwulan BLUD UPT Solo 'Technopark menyusun dan
menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada
Pejabat Pengelola Keungan Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah periode pelaporan berakhir.

Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPT Solo Technopark wajib

. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri

dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir,

Pasal 9

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan SAP.

Untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan, BLUD UPT Solo
Technopark melakukan konversi dari laporan keuangan versi SAK ke

. dalam laporan keuangan versi SAP.

(3)

Laporan keuangan BLUD UPT Solo Technopark terdiri atas laporan
keuangan sebelum konversi dan laporan keuangan setelah konversi.

BAB V...




BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 April 018

WALIKOTA SURAKARTA,#

/ -/
g FX IADI RUDYATMO JY,&

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal {0 Apnl 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA JURAKARTA,

~

BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12
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